
SALINAN 
 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

NOMOR : 72/PP.04.2-Kpt/7104/Kab/VI/2020 

TENTANG 

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN 

SUARA DI KECAMATAN BEO UTARA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  

SULAWESI UTARA TAHUN 2020 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, 

 

 

Menimbang  :  a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota 

Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan 

oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota; 
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  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud 

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia 

Pemungutan Suara di Kecamatan Beo UTARA Kabupaten 

Kepulauan Talaud untuk Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 

2020; 

 

Mengingat  :  1.  Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5656) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 

  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir 
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dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); 

  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15  Tahun 2019 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); 

  4. Keputusan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 

66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, 

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-

Kpt/KPU/II/2020  Tanggal 16 Maret 2020 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 66/Pp.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang 

Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas 

Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan 

Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-

Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
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Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Serentak Lanjutan Tahun 2020; 

  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Utara Nomor 68/PL.02.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang 

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 

2020; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :   KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN DAN 

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN 

SUARA DI KECAMATAN BEO UTARA KABUPATEN 

KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR 

DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020 

KESATU  :  Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia 

Pemungutan Suara di Kecamatan Beo Utara Kabupaten 

Kepulauan Talaud untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA  :  Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum Kesatu merupakan penyelenggara Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 

2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan 

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

KETIGA  :  Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia 

Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 

2020. 

KEEMPAT  :  Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) 
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bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai 

dengan 31 Januari Tahun 2021. 

KELIMA  :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Melonguane 

pada tanggal  15 Juni 2020 

 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, 

 

ttd. 

 

ARIPATRIA PANDESINGKA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 
Kepala Sub Bagian Hukum, 
 

 

JUNILSON SAGHOA 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  

NOMOR  72/PP.04.2-Kpt/7104/Kab/VI/2020 

TENTANG  

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN 

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI 

KECAMATAN BEO UTARA KABUPATEN 

KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN 

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, 

SULAWESI UTARA TAHUN 2020 

 
 

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  

KECAMATAN BEO UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR, SULAWESI UTARA TAHUN 2020 

 
a.  KELURAHAN MAKATARA 

NO NAMA L/P ALAMAT 

1 NOVYANTI POTOBODA P 
KEL. MAKATARA, KEC. BEO  
UTARA 

2 MARNIX SURUH L 
KEL. MAKATARA, KEC. BEO  
UTARA 

3 EVELIN  MONICA  WOBA P 
KEL. MAKATARA, KEC. BEO  
UTARA 

 

b.  KELURAHAN MAKATARA TIMUR 

NO NAMA L/P ALAMAT 

1 MEIDI  JOSPINA MOKODOMPIS P 
KEL. MAKATARA TIMUR, 
KEC. BEO UTARA 

2 LIDYA ENTIMAN P 
KEL. MAKATARA TIMUR, 
KEC. BEO UTARA 

3 TINCE  OKTAPIN  NAE P 
KEL. MAKATARA TIMUR, , 
KEC. BEO  UTARA 

 

 

 

 

 

 

jdih.kpu.go.id/talaud



c.  DESA LOBBO 

NO NAMA L/P ALAMAT 

1 JUNIKE YOLANI PAREBA P 
DESA  LOBBO, KEC. BEO  
UTARA 

2 NOVITA PIANSEET P 
DESA  LOBBO, KEC. BEO  
UTARA 

3 
 
CHARLY D. F. PALU L 

 
DESA  LOBBO, KEC. BEO  
UTARA 

 
d.  DESA LOBBO I 

NO NAMA L/P ALAMAT 

1 ADNI KARAKI P 
DESA  LOBBO I, KEC. BEO  
UTARA 

2 APSON  PISO  MASALA L 
DESA  LOBBO I, KEC. BEO  
UTARA 

3 JUSTUS NAE L 
DESA  LOBBO I, KEC. BEO  
UTARA 

 
e.  DESA AWIT 

NO NAMA L/P ALAMAT 

1 SUSANTI BULENO MAURI P 
DESA  AWIT , DUSUN I, 
KEC. BEO UTARA 

2 WINDA SANGKONG P 
DESA  AWIT, KEC. BEO  
UTARA 

3 SUDIATI  SARAHE P 
DESA  AWIT, DUSUN I, 
KEC. BEO UTARA 

 
f.  DESA AWIT SELATAN 

NO NAMA L/P ALAMAT 

1 LISNA PITER P 
DESA  AWIT SELATAN, 
KEC. BEO UTARA 

2 JOHARI SARAHE L 
DESA  AWIT SELATAN, , 
KEC. BEO UTARA 

3 MARSELI ELO P 
DESA  AWIT SELATAN, 
KEC. BEO UTARA 

 

g.  DESA RAE 

NO NAMA L/P ALAMAT 

1 SAPDIUS SASUE L 
DESA  RAE, DUSUN I, 
KEC. BEO UTARA 

2 JOLLY WEDO L 
DESA  RAE, KEC. BEO  
UTARA 

3 ALLCI MARTA BAWUNTU P 
DESA  RAE, DUSUN III, 
KEC. BEO UTARA 
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h.  DESA RAE SELATAN 

NO NAMA L/P ALAMAT 

1 ALVIAN TAAWOEDA L 
DESA  RAE SELATAN, DUSUN II, 
KEC. BEO  UTARA 

2 DUHIN  WINDY AMODI P 
DESA  RAE SELATAN, KEC. BEO 
UTARA 

3 YULDIN MAAPANAWANG P 
DESA  RAE SELATAN, KEC. BEO 
UTARA 

 
 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, 

 

ttd. 

 

ARIPATRIA PANDESINGKA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 
Kepala Sub Bagian Hukum, 
 

 

JUNILSON SAGHOA 
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